BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang
terhadap perdagangan pakaian bekas impor tidak berjalan secara optimal,
hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan Kota Padang belum melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada pedagang pakaian bekas mengenai larangan
perdagangan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan
konsumen. Selain itu Dinas Perdagangan Kota Padang juga belum
melakukan Penegakan hukum yang meliputi belum adanya pengawasan
dan sanksi terhadap peredaran pakaian bekas impor yang diperdagangkan
oleh para pedagang pakaian bekas di Kota Padang. Juga pengawasan itu
susah dilaksanakan dikarenakan belum adanya aturan perihal pengawasan
yang dilakukan oleh pemerintahan kota.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Padang
dalam pelaksanaan pengawasan pakaian bekas impor ialah sebagai berikut:
a. Kurangnya Sosialisasi;
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
c. Masih Terdapat Stok Lama;
d. Tidak Ada Aturan yang mengatur Perihal Pengawasan Pakaian Bekas

Impor di Pemerintah Tingkat Kota;

e. Distributor.

49 UNIVERSITAS BUNG HATTA



50

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam
menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pakaian
bekas impor ialah sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi;
b. Mendorong Pemerintah Kota untuk Mengeluarkan Peraturan Walikota
Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pakaian Bekas Impor;
c. Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bea Cukai.
B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Perdagangan Kota Padang tidak perlu menunggu aturan
dari Tingkat kota karena mengingat sudah ada Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021
Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarangan impor yang bisa
disebutkan juga mengatur system dibawahnya termasuk di Kota Padang
sendiri.

2. Diharapkan Dinas Perdagangan Kota Padang lebih sering lagi melakukan
sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, karena mengingat masih
sering terlihat praktek jual beli pakaian bekas impor bahkan sebulan bisa
mencapai 10 baal, dan hal tersebut bisa dikatakan melanggar hukum.

3. Agar mengoptimalkan pengawasan pakaian bekas impor, diharapkan
Dinas Perdagangan Kota Padang bekerja sama dengan memberikan sanksi
apapun kepada pihak yang masih melanggar, entah itu sanksi berupa denda

ataupun pidana.
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